
Sasaran

Fase 1

Sasaran 

Antara

Tren indikator pencapaian target penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif (SPM) di Prov/Kab lokasi SKALA meningkat

6.15

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 
koordinasi, 

pembinaan, dan 

pengawasan 
terkait penerapan 
dan pemenuhan 
SPM

6.14

Pemimpin di

Prov/Kab lokasi


SKALA 
menunjukkan 

komitmen dan

menjalankan peran


koordinasi, 
pembinaan, dan


pengendalian 
terkait


penerapan dan 
pemenuhan SPM 

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berorientasi 
pada penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif secara tepat waktu dan berkualitas

6.13
Tim penerapan SPM 
Prov/Kab lokasi SKALA 
menjalankan peran 
korbinwas kepada Kab/
Kota dan unit layanan

6.9
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memiliki 
rencana aksi penerapan 
SPM

6.6
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memiliki unit 
cost dan perhitungan 
biaya penerapan SPM

6.3
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memiliki data 
penerapan SPM yang 
mutakhir, handal, 
terverifikasi, dan hasil 
bagi pakai

6.2
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA menggunakan 
data yang sudah 
teridentifikasi dan 
disepakati sebagai basis  
costing

6.8
Pemprov/Pemda lokasi 
SKALA memiliki 
kapasitas untuk 
menyusun rencana aksi 
penerapan SPM

6.12
Tim penerapan SPM 
Prov/Kab lokasi SKALA 
memiliki kapasitas untuk 
pelaksanaan, pengendalian, 
pengawasan dan evaluasi 
penerapan SPM

4.4.1.1 penyusunan kebijakan 
daerah tentang kelembagaan tata 
kelola data penerapan dan 
pemenuhan SPM

5.1.2.3 asil analisis dan 
rekomendasi teknis terkait skema 
pemanfaatan data 

untuk perlindungan sosial dalam 
pemenuhan SPM bagi perempuan, 
disabilitas dan kelompok rentan

4.4.3.1 

Rekomendasi komponen belanja 
dan unit cost perhitungan 
kebutuhan SPM, sesuai SH

6.5
Pemerintah pusat 
menyediakan kalkulator 
costing di e-SPM

4.4.2.2 Rekomendasi 
teknis tentang 

rencana aksi penerapan 
SPM 4.2.2.4

4.4.2.1 

ASN Pemerintah Daerah pada unit 

kerja yang relevan terlatih 
penyusunan rencana aksi 
penerapan SPM

1.5.2.3 

penyusunan modul bimtek 
pemanfaatan kalkulator costing 
untuk penganggaran SPM

1.5.2.2

pengembangan fitur kalkulator 
costing pada aplikasi e-SPM

6.4
Pemerintah pusat 

mengeluarkan 
pedoman costing 
SPM termutakhir

6.1
Pemprov/Pemda 
lokasi SKALA 
mengidentifikasi data 
prioritas dan 
disepakati bersama

6.10
Pemerintah pusat 

mengeluarkan SOP & 
Juknis Tim 
Penerapan 

SPM Prov/Kab

6.7
Pemerintah pusat 

mengeluarkan 
pedoman dan 

instrumen penerapan 
SPM termutakhir dan 
melakukan penguatan 
kapasitas penerapan 
SPM kepada daerah

6.11
Pemerintah pusat 

memiliki pedoman 

pengendalian, 

pengawasan, dan 

evaluasi penerapan 
SPM

6.1.1.2. desain SPM Award 
bagi pemerintah Kab/Kota

AC NT

1.5.3.4

penyusunan kebijakan dan 
pedoman bagi APIP dalam 
melaksanakan pengawasan 
penerapan dan pemenuhan SPM, 
termasuk E-Reviu

1.2.3.8

Dukungan penguatan pembinaan 
dan pengawasan SPM oleh Irjen

1.5.1.3 penyusunan kebijakan 
terkait SOP & Juknis Tim 
Penerapan SPM 

Prov/Kab/Kota

1.2.3.1

mekanisme umpan balik antara 

Tim Pokja Sekretariat Bersama 
Tingkat Pusat dengan Tim 
Penerapan SPM di daerah 

1.2.3.6

Rekomendasi 
indikator dan 

strategi 
pencapaian 
kualitas SPM 
berbasis 
tipologi wilayah 
(kapasitas, 
kinerja, 
geografis, 
kemahalan, dll)

1.2.1.1

pedoman 

mekanisme 

partisipasi 

masyarakat 
dalam 
penerapan SPM 

1.2.3.3 

pedoman 

pelaksanaan 
4 tahapan 

penerapan 
SPM

1.5.1.1 

kajian asimetris 
berbasis 

tipologi wilayah 
dalam rangka 

Penerapan 
SPM

1.5.1.2 

penyusunan 
rancangan 

pedoman 
pelaksanaan 
penerapan 

SPM

1.5.3.3

penyusunan 

desain 

peningkatan 

kapasitas 

penerapan SPM

1.5.3.1 

pengembangan 

tipologi/
klasterisasi 

wilayah dalam 

penerapan SPM

1.5.1.5

penyusunan 
mekanisme 

dan proses 
bisnis 
pengaduan 
Masyarakat 

dalam 
penerapan SPM 
di daerah 

1.5.1.4

penyempurn
aan proses 
bisnis 
pemanfaatan 
aplikasi 

e-SPM

1.5.2.1 

penyusunan pedoman costing 
SPM

1.1.1.5

Hasil analisis dan 

rekomendasi 

pemetaan 
alternatif 

pembiayaan 
untuk 

penyediaan 
layanan 

dasar

1.1.1.6

pedoman 

pemanfaatan 

pembiayaan 
alternatif 

untuk 
penyediaan 

layanan dasar 
oleh pemerintah 
daerah

1.2.3.4

pemutakhiran 

panduan costing 

penerapan SPM

1.2.3.5

modul 
perhitungan 

SPM

5.4.2.4. 

Rekomendasi teknis tentang 
daftar data prioritas untuk 
penerapan SPM

PDPBPAMANTNBGOKU PS

5.1.1.6 

Hasil pemetaan daftar data 
sektoral dan data mikro untuk 
perencanaan dan penganggaran 
pemenuhan layanan dasar

AC

1.5.3.2 

penyusunan 
panduan 

pemantauan dan 
evaluasi 

SPM lintas K/L

1.5.3.7 

Fasilitasi peran 
binwas 
penerapan SPM 
melalui 
mekanisme 
penghargaan 
kepada daerah

1.5.3.6 

pelaksanaan 
pengawasan 

penerapan dan 
pemenuhan SPM 
di daerah, 
termasuk melalui 

pemanfaatan 
aplikasi E-Reviu

1.2.3.7

Rekomendasi Rancangan Instrumen 
Monev Lintas KL dan Fasilitasi SPM 
Awards

5.4.2.3 

daftar data 
pembangunan 

prioritas untuk 
penyusunan 

perencanaan 
daerah, termasuk 
data terkait 
pemenuhan SPM

6.1.1.1. 

Fasilitasi teknis 

penyampaian kemajuan 

dan tantangan penerapan 

SPM kepada pimpinan 

daerah

6.1.3.2. 

penguatan kapasitas 

pimpinan daerah dalam 

penyediaan layanan dasar

4.5.1.2. 

penguatan kapasitas 

jabatan fungsional analis 

kebijakan dalam menyusun 

rekomendasi kebijakan 
untuk layanan dasar yang 
inklusif

4.4.4.1 

Input teknis 

pembentukan 

dan/atau 
revitalisasi 

Tim Penerapan 
SPM

4.4.4.2 

Rekomendasi 

teknis tentang 

pelaksanaan 
monitoring 

dan evaluasi 
serta 

pelaporan 
capaian 

penerapan SPM

4.2.2.7

4.2.2.1

4.2.2.6 

Tim penerapan SPM 
terlatih 4 tahap 
penerapan SPM 4.2.2.2

1.5.3.5

desain 
peningkatan 

kapasitas, 
panduan 

dan modul 

pelatihan terkait 

pemanfaatan E-
Reviu dan 
pengawasan 

penerapan dan 

pemenuhan SPM

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pemprov/Pemda lokasi SKALA memiliki unit 
cost dan perhitungan biaya penerapan SPMTAP 6


